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1. Latar Belakang Workshop Nasional dan Pameran Klaster Jawa Tengah
1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengembangan ekonomi di Indonesia, Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian
nasional. Berdasarkan data tahun 2006, jumlah UKM adalah 48,9 juta unit atau
99,98 % dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Dilihat dari penyerapan tenaga
kerja, UKM telah menjadi gantungan hidup sebagian besar masyarakat
Indonesia. Tenaga kerja di sektor UKM berjumlah 85,4 juta atau 96,18 persen
dari total tenaga kerja. Dari sisi pendapatan nasional, 53,3 % pendapatan
nasional Indonesia berasal dari UKM. Dengan demikian pengembangan UKM
haruslah menjadi perhatian semua pihak baik Pemerintah, dunia usaha maupun
masyarakat.

Salah satu model pengembangan UKM yang melibatkan multi stakehoder untuk
peningkatan daya saing adalah model klaster. Model klaster adalah sinergi
berbagai kegiatan usaha yang saling terkait dari hulu sampai dengan hilir
melibatkan UKM dengan dukungan dari berbagai industri dan Instansi/ lembaga.
Pengembangan UKM melalui pendekatan klaster dirasakan lebih efektif karena
lebih terfokus, kolektif, effisien dan lebih jelas sasarannya.

Pengembangan UKM di Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari peran
stakeholder lokal yang tergabung dalam Forum Pengembangan Ekonomi dan
Sumber Daya Jawa Tengah (FPESD Jateng) dan Forum — FEDEP (Forum for
Economic Development and Employment Promotion) Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah. Saat ini jumlah UKM di Jawa Tengah pada tahun 2006 tercatat 6,46 juta
unit. Dari total jumlah UKM tersebut, yang sudah mendapatkan pembinaan
hanya 49 ribu.

Untuk mendukung pengembangan UKM di Jawa Tengah, menggunakan
pendekatan pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster. Model tersebut
digunakan oleh Kabupaten/Kota dengan memilih sentra-sentra usaha yang
berdaya saing untuk dikembangkan menjadi klaster. Pada masing-masing
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mempunyai 2 — 5 sentra yang dikembangkan
menjadi klaster. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 melalui
FPESD mengembangkan 27 klaster di Jawa Tengah, yang meliputi 9 klaster
industri, 11 klaster pertanian dan 7 klaster pariwisata.

Bagi Pemerintah kabupaten/Kota di Jawa Tengah, pendekatan klaster ekonomi
lokal atau pengembangan sentra menjadi klaster sangat strategis karena sentra-
sentra produksi tersebut merupakan titik pertumbuhan (growth point) bagi
daerah, sehingga dharapkan mampu mendukung upaya peningkatan
penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah.



Dalam rangka pengembangan klaster tersebut, masih dijumpai kendala yang
merupakan tantangan. Untuk memperbaiki pengembangan klaster tersebut |,
maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Forum
Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa Tengah, GTZ-red (regional
economic development), Senada-USAID menyelenggarakan Workshop Nasional
dan Pameran Klaster Jawa Tengah pada tanggal 25 dan 26 April 2007
bertempat di Ghradhika Bhakti Praja, Jalan Pemuda No. 9 Semarang

1.2 Tujuan Workshop dan Pameran

Tujuan diadakannya Workshop adalah untuk mengetahui pola-pola
pengembangan klaster yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga di Indonesia
dan merumuskan strategi pengembangan klaster di Indonesia. Sedangkan
tujuan diadakannya pameran program klaster adalah dalam rangka menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan klaster, baik
Pemerintah Pusat, Provinsi-Provinsi di Indonesia, lembaga donor, sektor swasta
maupun Universitas.

1.3 Peserta Workshop

Workshop Nasional tersebut dihadiri oleh kurang lebih 350 orang, terdiri dari
perwakilan 12 Provinsi di Indonesia (yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi
Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DIY, Provinsi
Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi dan Nusa
Tenggara Timur) ; Pemerintah Pusat (yaitu BAPPENAS, BPPT, Departemen
Pariwisata, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Koperasi dan UKM,
Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri) ;
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ; pelaku usaha di Jawa Tengah ; asosiasi dan
universitas di Jawa Tengah ; anggota FPESD Jawa Tengah.

1.4 Peserta Pameran Program Klaster

Peserta pameran program klaster terdiri dari 27 klaster unggulan di Jawa
Tengah, antara lain klaster pertanian (Kabupaten Semarang, Klaten dan
Karanganyar), hortikultura (Demak dan Kab. Pekalongan), processing pertanian
(sabut kelapa di Kebumen, nilam di Wonosobo, gula kelapa di Banyumas dan
tapioka di Pati ), processing perikanan (perikanan di Pekalongan dan Cilacap) ;
klaster industri terdiri dari mebel (Blora dan Sukoharjo), logam ( Klaten,
Purbalingga dan Tegal), tenun ikat di Jepara, ceramik di Banjarnegara ;
pariwvisata terdiri dari pariwisata alam (Dieng, Borobudur dan Karimunjawa),
pariwisata batik (Rembang, Surakarta dan Sragen).

Peserta pameran selain memamerkan produk unggulan, juga memamerkan
tentang program-program pengembangan klaster yang terdiri antara lain : visi



misi Forum klaster, usulan program, kegiatan-kegiatan, strategi program dan
foto-foto kegiatan klaster.

1.5 Pembicara Workshop

Pembicara Workshop selama 2 hari, terdiri dari 23 orang dari Pemerintah Pusat
(Kementrian Koperasi dan UKM, BAPPENAS dan BPPT), 1 orang dari FPESD
Jawa Tengah dan 10 orang dari lembaga donor (GTZ-red, GTZ-pro LH, GTZ-IGlI,
Senada-USAID, LGSP-USAID, IFC, World Bank, PEP Proect/CIDA, UNDP/ERA
Project, INA).

1.6 Diskusi Kelompok

Dalam diskusi kelompok, dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok membahas tentang :

- Kelompok 1 tentang marketing

- Kelompok 2 tentang produksi dan pembiayaan

- Kelompok 3 tentang perkuatan kelembagaan

Tujuan dari diskusi kelompok adalah merumuskan tentang model-model
pengembangan klaster dari aspek marketing, produksi dan pembiayaan dan
perkuatan kelembagaan , kekuatan dan kelemahannya.

2. Kebijakan Pengembangan Klaster

2.1 Strategi pengembangan UKM Nasional, oleh Bp. Sutarto, MM
(Staf Ahli Menteri Negara Koperasi dan UKM; Bidang Penerapan Nilai-nilai
Dasar Koperasi)

Program strategis Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UKM
adalah Pengembangan Sentra/Klaster. Sejak tahun 2001 telah difasilitasi 1.056
sentra UKM yang bergerak di berbagai sektor. Model pengembangan UKM yang
dilaksanakan oleh Kementrian Koperasi dan UKM dengan cara :

- Menetapkan sentra UKM sebagai tittk masuk pengembangan UKM.

- Menjadikan sentra UKM sebagai titik penumbuhan (growth point) di daerah.

Dalam pengembangan Sentra/Klaster Kementerian Koperasi dan UKM memberi
stimulasi dalam bentuk :
Memberi perkuatan permodalan dengan penyediaan MAP melalui KSP/USP
Koperasi
Layanan pengembangan bisnis dari BDS-P/LPB
Layanan akses informasi bisnis melalui penyediaan infrastruktur jaringan
komunikasi
Akses fasilitasi kredit dengan Dana Penjaminan
Bantuan pengembangan teknologi tepat guna dan Teknologi Produksi Bersih,
pengembangan mutu, desain dan merk produk, label halal, dan fasilitasi
pengembangan kerjasama usaha.



Pada tahun 2007 Kementerian Koperasi dan UKM memprogramkan
Pengembangan Sentra/Klaster sebagai stimulan yang terdiri dari :

Fasilitasi Teknologi Produksi Bersih/Teknologi Tepat Guna

Fasilitasi pengembangan keterkaitan usaha antar UKM di sentra

Fasilitasi Standar Mutu (1SO, SNI)

Program ini didukung dengan :

1. Fasilitasi pendampingan oleh BDS-P yang berperan dalam memberikan jasa
pelayanan langsung, mediasi, dan pusat informasi.

2. Fasilitasi Modal Awal dan Padanan (MAP) yang merupakan dukungan
keuangan untuk meningkatkan usaha para pelaku UKM di dalam Sentra.

Beberapa hal yang penting dalam strategi pengembangan sentra dan klaster :
1. Penumbuhan iklim kondusif yaitu dengan :
Perda yang kondusif
Perizinan yang mudah
Pemberian insentif
Koordinasi lintas sektor
2. Dukungan Infrastruktur yang memadai :
Sarana transportasi
Jaringan komunikasi
Layanan perbankan
Institusi pendukung (lemlit, diklat)
3. Kerjasama Pemasaran yang mempunyai manfaat :
Meningkatkan kwalitas SDM dan teknologi
Meningkatkan informasi untuk pemasaran produk
Meningkatkan akses bahan baku
4. Tahapan Pengembangan Klaster :
Dibutuhkan koordinasi dari tahap identifikasi, pengembangan program,
implementasi, dan monitoring.

2.2 Kebijakan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal Nasional
oleh Bp. Dr. Ir. Himawan Hariyoga, MSc (Direktur Perekonomian Daerah,
Bappenas)

Pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan nasional merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional. Bertujuan untuk mencapai sasaran
pembangunan nasional dan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan.
Merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Indonesia menganut pola Otonomi Luas yaitu daerah diberi kewenangan yang
luas untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan yang menjadi
kepentingan masyarakat daerah.

Ada 26 urusan bersama dan 6 urusan yang menjadi kewenangan pusat yaitu
pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, yustisi,




dan agama. UU No0.32 Th.2004 mengatur pembagian urusan bersama dengan
menggunakan kriteria : eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Dalam rangka Desentralisasi terdapat masalah yang belum tuntas karena
peraturan pemerintah belum disahkan. Untuk membiayai pertumbuhan ekonomi
sebesar 6,4 % pada tahun 2007 dibutuhkan investasi sebesar Rp 965,6 trilyun
yang berasal dari masyarakat (tms. Swasta) sebesar 88% dan dari pemerintah
sebesar 12 %.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) terjadi karena keterbatasan pemerintah
dalam biaya sehingga pendekatan pembangunan tidak seragam dan
memperhatikan kekhasan lokal. PEL merupakan kebutuhan/strategi nasional
dalam rangka Desentralisasi Ekonomi tetapi masih adanya kendala yaitu
belum adanya pedoman/panduan.

PEL merupakan program yang digunakan dalam :
1. Pembangunan Pedesaan (sebagai program pokok)
2. Reuvitalisasi Pertanian (sebagai program penunjang)

Tujuan Pembangunan Pedesaan :

a. Meningkatkan produktivitas dan nilai tabah usaha ekonomi
b. Menciptakan lapangan kerja berkualitas

c. Meningkatkan keterkaitan antar sektor

Revitalisasi adalah upaya meningkatkan fungsi pengembangan ekonomi lokal
dan upaya menggerakkan kekuatan ekonomi lokal sebagai basis pengembangan
perekonomian wilayah secara terukur, terencana, dan berkelanjutan. Tujuan
revitalisasi PEL adalah merubah paradigma pemerintah, masyarakat, swasta ,
dan masyarakat tentang PEL sebagai instrumen untuk mengembangkan
kegiatan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal.

Tahun 2006, BAPPENAS melakukan revitalisasi PEL untuk membuat panduan
sebagai kerangka acuan sehingga stakeholder daerah dapat lebih mudah
melakukan penilaian sendiri tentang potensi dan peluang ekonomi daerahnya
yang pada akhirnya dapat menyusun rencana aksi daerah yang disepakati
antara pemerintah dan swasta.

Tahun 2007 melakukan uji coba pelaksanaan Panduan PEL di 7 lokasi dan
sosialisasi di semua daerah sehingga pemetaan sebagai imput balik bagi
pemerintah untuk penyusunan strategi nasional RPEL yang mengacu kepada
kepentingan daerah.



2.3 Kebijakan Nasional tentang Peningkatan Inovasi dan Teknologi,
oleh Dr Ir Utama H. Padmandinata (BPPT)

Dalam rangka pemberdayaan UMKM terdapat 4 aspek, yaitu : Pembiayaan,
Regulasi, Peluang Pasar, dan Peningkatan Kemampuan SDM dan
Kewirausahaan

Untuk pengembangan UKM diusulkan adanya Pusat Inovasi UMKM yang akan
melakukan inovasi produk dan proses, menjadi platform sinergi penanganan
dalam hal inovasi/teknologi, dan melakukan kajian kebijakan dalam hal
inovasi/teknologi.

Organisasi yang diusulkan terdiri dari Tim Nasional, Tim Daerah, Pusat Inovasi
UMKM (eksekutor) di daerah

Tugas dari Tim adalah melakukan difusi teknologi dan komersialisasi teknologi.
Sedangkan implementasinya diatur dengan Kep. Presiden, Tim daerah seperti
pembentukan DRD, dan Pusat Inovasi universitas atau LITBANG Pemerintah/
Industri

2.4 Kebijakan Klaster dalam rangka peningkatan daya saing daerah
Oleh Bp. Prof. Mudrajad Kuncoro, P.Hd (UGM)

Fenomena perkembangan industri di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami
kemerosotan, hanya industri tertentu yang mampu bertahan. Yaitu industri yang
sesuai pola perilaku hidup golongan menengah dan kaya di Indonesia yang
konsumtif (seperti industri kendaraan bermotor, makanan dan minuman, telepon
seluler dan rokok).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga belum pro-poor. Oleh karena itu perlu
strategi pengembangan perekonomian yang mampu menurunkan angka
kemiskinan yang tersebar di berbagai daerah. Strategi yang dilaksanakan salah
satunya adalah pembentukan klaster industri sesuai dengan keunggulan
kompetitif di tiap daerah.

Tahapan pembentukan klaster, antara lain: (a) Pemilihan lokasi (b) Enganging
locally (c) Upgrading klaster (d) Kerja kolektif (€) GIS

Jenis klaster yang dapat memacu daya saing daerah ada 3 macam :

a. Specialised cluster,

b. Craft-based cluster, seperti textile, furniture, jewellery, ceramics, sporting
goods, dlIl.

c. Modern-high technology cluster, seperti industri elektronik

Keberhasilan klaster terletak pada kekuatan utama klaster itu sendiri, yaitu
adanya keterkaitan dan sinergi antara industri terkait dan pendukung, dengan



dukungan universitas, lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang
kondusif.

Keterkaitan horizontal dan vertical dalam pengembangan klaster industri harus
terbentuk antara industri inti dengan industri hulu dan hilir penunjang, serta
antara industri inti dengan industri terkait, sumber teknologi dan pemasaran.

Factor yang mempengaruhi kualitas pembentukan klaster, antara lain:
1. Kualitas lingkungan bisnis lokal

2. Kebijakan dan peraturan daerah

3. Pekerja yang kondusif dan berpendidikan (terampil)

Factor penentu daya saing daerah dalam rangka pengembangan klaster industri:
a. Kondisi input (bahan baku)

b. Kondisi permintaan

c. Strategi perusahaan dan persaingan

d. Industri pendukung dan terkait

Strategi pokok pemerintah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain:
Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, Efisiensi dan Pendalaman
Struktur;

Pembangunan Industri yang Berkelanjutan;
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Strategi pokok tersebut dituangkan dalam strategi operasional yang meliputi:
Pengembangan Industri dilakukan dengan Pendekatan Klaster;
Penyebaran Industri ke luar Jawa, khususnya KTI;

Pengembangan Lingkungan Bisnis yang Kondusif.

Dukungan terhadap strategi tersebut perlu dilakukan melalui reformasi.

Reformasi dalam pengelolaan industri, seperti:

» Simplifikasi prosedur perijinan: satu atap, satu pintu, satu meja

* Pengurangan pungutan/pajak (“jinak” maupun “liar’) yang dipungut oleh
pemda maupun pusat

» Transparansi biaya perijinan

3. Pola Penguatan Klaster secara Makro
3.1 Pengembangan ekonomi regional oleh Mr Hayder Al-Bagdadi (GTZ-red)

Pengembangan klaster dilakukan secara mikro dan makro. Dalam aspek
penguatan klaster secara makro, dikenal adanya pengembangan ekonomi
regional. Berdasarkan pengalaman dari GTZ-red, maka pendekatan yang
digunakan dalam pengembangan ekonomi regional adalah mendukung aktor-
aktor lokal yang merupakan kunci dalam pengembangan ekonomi daerah dan



penguatan organisasi baik Pemerintah maupun swasta dalam rangka
peningaktan daya saing wilayah Solo Raya.

Pendekatan yang digunakan melalui 3 fokus :

1. Promosi usaha kecil dan menengah (melalui pengembangan klaster, promosi
value chain, linkage bisnis, dukungan star-up dan akses ke permodalan)

2. Pengembangan iklim usaha kondusif (melalui business climate survey,
Regulatory Impact/ RIA, One Stop Service/ OSS dan FEDEP)

3. Inter district cooperation and regional marketing (Promoction Agency di Solo
Raya, Techno Park, marketing dan branding)

3.2 Pengembangan klaster dalam Value chain oleh Bp. Firman Adji dan Bp.
llyaas Saad ( Senada-usaid)

Value chain adalah suatu pendekatan klaster dengan melihat mata rantai nilai
(industri) dari hulu sampai dengan hilir. Dalam kaitan dengan value chain maka
posisi klaster berhubungan dengan input suppliers yaitu pada wilayah produksi.
Untuk mengembangkan klaster supplier membutuhkan keterkaitan mata rantai
yang lain, dari hulu sampai dengan hilir.

Dalam rangka pengembangan klaster dan value chain maka yang penting harus
diketahui oleh produsen adalah : efisiensi biaya, diferensiasi produk, dan
perubahan sesuai kebutuhan (keinginan konsumen).
Salah satu project di Jawa Tengah yang memfokuskan pada pendekatan value
chain adalah SENADA. Fokus program SENADA adalah :
1. Perbaikan Lingkungan Usaha: retribusi, regulasi lokal, lisensi bisnis, kebijakan
fiskal dan moneter, Senada berusaha memfasilitasi :
Hubungan horisontal dalam upaya mencipatakan efisiensi kolektif.
Hubungan vertikal, antara input supply dan distribusi ke konsumen
terakhir.
2. Firm level upgrading: pengembangan produk (kualitas dan diferensiasi),
pengembangan proses, dll
3. Supporting Markets; sector specific providers, cross-cutting providers, dan
financial (cross-cutting) providers, contoh kasus: automotive parts value chain
overview

4. Penguatan Klaster secara mikro
4.1 Penguatan dalam akses permodalan oleh Ibu Grace Retnowati (IFC)

Tantangan yang dihadapi UMKM terhadap akses pembiayaan terdapat kunci
penyelesaian yaitu dengan :
Menggunakan keberadaan Bank Pembangunan Daerah yang terdapat di
masing — masing provinsi.
Menggunakan Bank swasta atau melalui lembaga ventura



Melalui Lembaga Leasing

Melalui Lembaga Keuangan Mikro seperti Koperasi, BPR, PKBL dari BUMN
dan lembaga keuangan mikro yang lain.

Program — program dari donor keuangan dari luar.

Akses ke lembaga keuangan, di setiap Bank mempunyai kebijakan yang
berbeda. Ada layanan yang langsung dari perbankan dan ada yang melalui
konsultan terlebih dahulu.

Berbagai contoh pembiayaan terhadap UMKM di berbagai Negara seperti di
Mongolia — Khan Bank, Ekuador — Banco Del Picincha, India — ICICI Bank.

Pembiayaan dengan pendekatan Kklaster memudahkan koordinasi dan
meminimalkan resiko. Dengan adanya klaster dapat di identifikasikan melalui
studi kelayakan dan dapat sebagai bahan pertimbangan pihak bank.

4.2 Penguatan dalam aspek marketing, oleh Mr. ElImar Bouma (INA)

Berdasarkan penerapan metode Porter Diamon, ada empat factor dalam
penilaian klaster, yaitu : a) factors, b) local demand, c) related and supporting
Industries dan d) dynamic of local Companies.

Yang terpenting dalam mendukung klaster adalah semangat kewirausahaan,
dukungan Pemerintah, dan interaktif antara Perusahaan — Pemerintah — Institusi.

Untuk memasarkan / mengenalkan klaster, hal yang perlu diperhatikan adalah :
Industri dan prioritas produk yang menjadi unggulan.
Bagaimana industri akan menghasilkan produk.
Misi yang konsisten.
Ada dukungan dari Pimpinan daerah dan DPRD setempat.

Dalam rangka mempromosikan klaster maka perlu untuk membangun image
dengan menetapkan slogan dan logo. Dengan demikian maka produk dalam
klaster tersebut dapat dikenal dan mudah diingat orang.

Target dari promosi produk adalah memasuki pasar ekspor dan menarik investor
kedalam klaster atau wilayah pengembangan klaster.

Langkah-langkah dalam mengorganisir pameran :

1. Menyusun perencanaan suatu promosi
a. Bagaimana cara mencapai target kelompok ?
b. Mendesain strategi, memilih media :
- Brosur
- Website
- Direct mail
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- Pameran dagang
- Misi
c. Membuat materi promosi
- Mengumpulkan informasi yang sesuai
- Bahasa yang bagus
- Profesional, kualitas desain yang bagus
2. Membentuk promosi agency untuk melakukan follow up dan kontak dari
kegiatan promosi

Dalam rangka mempromosikan pengembangan klaster maka lembaga promosi
regional sebaiknya menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh
buyer, baik mengenai kondisi ekonomi, infrastruktur, sumber daya alam dan
sumber daya manusia, potensi daerah, pelayanan dari Pemerintah, sistem pajak,
sistem adminstrasi Pemerintah, kondisi tenaga kerja, maupun yang berkaitan
dengan informasi tempat tinggal, jumlah penduduk dan budaya.

4.3 Penguatan dalam aspek kualitas, oleh Mr Tim Renolds (PEP Project)

Dalam rangka peningkatan aspek kualitas produk klaster, PEP (Private
Enterprise Participation) Project mengembangkan klaster gerabah dengan model
kerjasama publik-private, membangun kerjasama yang kuat dan menyesuaikan
tenaga ahli Kanada dengan kebutuhan lokal. Hasil yang dicapai : perubahan
produk menjadi jauh lebih baik dengan kualitas ekspor dan keramik yang diberi
glasir, meningkatnya pendapatan dan pekerjaan, berkelanjutan.

Pelajaran model pembinaan terbaik dalam peningkatan kualitas, berdasarkan

project PEP tersebut adalah :

Harus fleksibel

Mengerti kebudayaan

Pentingnya saling bertukar informasi mengenai pelajaran yang didapat

Masukan/ saran dan peran stakeholder

Pemantauan yang berkelanjutan merupakan bantuan penting

Bekerja dengan mereka yang ingin memperbaiki diri

Bekerja dengan donor lain untuk saling melengkapi

Tujuan akhir ingin meninggalkan sesuatu yang berharga, meninggalkan

kapasitas

Berkelanjutan, sesuatu yang harus dipikirkan dalam semua tenaga ahli yang

membantu

j.  Meraih keberhasilan, selangkah demi selangkah

k. Hindari satu berlaku cetakan untuk semuanya

I.  Kumpulkan data dengan cermat, dapat dipisahkan berdasarkan jenis
kelaminnya

m. Hasil harus diukur secara objectif

S@ TP a0T
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4.4 Penguatan dalam aspek eco effisiensi, oleh Bp. M. Nurhadi, ST (GTZ-
ProLH)

Strategi Promosi Eko-efisiensi dalam klaster yang dilakukan oleh GTZ-pro |h
adalah:

Kerjasama dalam kelompok industri dalam efisiensi

Eko-efisiensi dan perbaikan proses produksi

Pengelolaan klaster melalui kelembagaan bersama

Dialog dan komunikasi antar stakeholder

Penerapan eko-efisiensi melalui prinsip elimination, reduce, refuse, recycle, dan
recovery. Eko-efisiensi bisa mendatangkan keuntungan berupa manfaat
ekonomi, peningkatan daya saing, dan kelembagaan. Penerapan eko-efisiensi
layak dilakukan meskipun pada industri kecil. Perlunya pendekatan budaya lokal
dan kebiasaan yang telah dilakukan untuk mengefektifkan komunikasi terhadap
perubahan yang ditawarkan. Perlunya dialog bersama pemerintah, pengusaha,
dan masyarakat dalam pengembangan Kklaster untuk mencegah dan
menyelesaikan konflik. Pembinaan industri untuk efisiensi lebih efektif berbasis
kelompok.

4.5 Penguatan dalam aspek teknologi, inovasi dan riset,
oleh Bp. Rudi W. Djumali GTZ-IGI

Index Dayasaing bisnis dipengaruhi oleh :

1. Faktor , yang berupa rendahnya upah tenaga kerja dan sumber daya alam
yang tidak diolah

2. Investasi dalam bentuk efisiensi dalam standar produk dan pelayanan,
kepastian hukum
dan kualitas lembaga penelitian

3. Inovasi, berupa ketersediaan produk vyang inovatif dan pelayanan
menggunakan metode terbaik, pengembangan Kkluster secara lebih
mendalam, kualitas peraturan, mampu mengenali permintaan pasar dan
kebijakan pasar lokal, kualitas manajemen pendidikan

Dua belas pilar daya saing, terdiri dari institusi, infrastruktur, ekonomi makro,
keamanan diri, modal sosial, efisiensi pasar produk, efisiensi pasar tenaga kerja,
efisiensi pasar finansial, kesiapan teknologi, keterbukaan / ukuran pasar,
kepuasan Bisnis, inovasi.

Strategi INOVASI terdiri dari : inovasi bisnis, inovasi organisasi, inovasi produk,
inovasi proses, inovasi pasar, inovasi teknologi. Sedangkan kunci untuk
bertahan dan Sukses adalah Inovasi yang berkesinambungan

INOVASI adalah pengalihan teknologi untuk menghasilkan produk-produk atau
pelayanan baru.
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Pelaku-pelaku Kunci Inovasi : Intrapreneur, Creative Thinker, Entrepreneur,
Inventor, Sponsor, Champion,

Pelayanan Alih Teknologi untuk mengembangkan UMKM oleh Intermediary
(BDS Provider) berupa :

Informasi : teknologi, pasar, peraturan, insentif
Dukungan : konsultanftenaga ahli, penelitian, negosiasi, pasar
Modal : pinjaman, subsidi, modal ventura, hibah

Beberapa faktor sukses untuk alih teknologi ke UMKM :
Pendekatan yang pro aktif
Track record beberapa partner
Kesiapan untuk bekerja sama
Kepercayaan

4.6 Penguatan dalam aspek modal sosial, oleh Bp. Sri Probo Sudarno
(The World Bank)

Modal sosial dibidang ekonomi adalah hubungan antar individu dan antar
kelompok yang dapat bermanfaat secara ekonomi, antara lain dalam bentuk
saling percaya, saling bantu, menyertakan warga lain dalam usaha atau
pemecahan masalah, termasuk acara sambat-sinambat, gotong royong,
tanggung renteng, altruisme/ kedermawanan.

P2KP dan Re-Kompak adalah pembangunan bertumpu pada kelompok
masyarakat/ community based (juga community driven), adanya peran BKM
(Badan Keswadayaan Masyarakat), peran Pemda melalui PJOK dan Satker,
fasilitasi oleh konsultan.

Cara dalam menggalang modal sosial, termasuk dalam pengembangan modal

sosial dalam kelompok usaha yang tergabung dalam Forum klaster adalah :

1. Partisipasi (klise tapi benar)
Kendala : sering dilakukan setengah hati, fasilitator minimalis, tergantung
prosedur, hanya lakukan formalitas sementara tokoh tetap dominan

2. Aktifkan kelembagaan yang ada
Kendala : konflik lokal, belum siap untuk assement/ program penguatan
tersendiri

3. Integrasi kedalam sistem yang lebih luas : Masuk ke sektor formal, tanpa
kehilangan modal sosial
Kendala : koersi setempat, prosedur tak "user friendly”, juga informasinya,
birokrasi yang korup dan tak punya kepedulian.

Modal sosial yang kuat terletak pada komunitas dengan ciri:

a. Di mana nilai-nilai universal - spiritual dijunjung tinggi

b. Di lingkungan dengan ‘kepadatan yang tinggi’ dan bervariasi dari hubungan-
hubungan antara berbagai pelaku.
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Modal sosial mempunyai 2 (dua) pemahaman :
a. Mendorong nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, tanggung jawab bersama dan
toleransi, dalam bentuk :

- Kesepakatan nilai-nilai dan tujuan bersama, perbedaan pendapat menjadi
bahan bahasan/ renungan, umpan balik untuk meluweskan tatacara atau
rencana kegiatan

- Tanggung renteng

- Menyumbang tenaga

b. Ciptakan peluang-peluang untuk memberi

- Pembagian kerja dan beban sesuai kemampuan

- Buka permintaan akan sumbangan tenaga, saling tolong

- di luar : siap kompetisi -> dorongan untuk perbaikan, profesionalisme

- di dalam : saling mengayomi, mentoring -> evaluasi untuk belajar, alokasi
kerja dan beban

Prinsip modal sosial adalah mengurangi hal-hal yang sifatnya mengambil, (alih/
tanggung jawab) misalnya :

- Prosedur yang rumit membuat orang sulit berpartisipasi

Adanya sentralisasi tanggung jawab, hanya bekerja dengan / melalui tokoh/
orang tertentu saja

Banyak jenjang organisasi, menyulitkan untuk berpartisipasi

Teknologi yang tak akrab menyebabkan kebergantungan kepada orang luar
Dana yang luar biasa besar, juga akan mengurangi modal sosial

4.7 Peran dan Penguatan stakeholder dalam pengembangan klaster,
oleh Bp. Risfan Munir (LGSP)

Tahapan pengembangan dari sentra menjadi klaster maju sebagai berikut:
Step pertama : masih berupa sentra
Step kedua : berupa klaster pemula, mulai ada kerjasama antar kegiatan,
pemasaran via perantara
Step ketiga : klaster dinamis, mulai adanya sinergi intern klaster, dominasi
yang besar, adanya variasi kegiatan dimana usaha besar sebagai lokomotif
Step keempat : klaster maju, sinergitas antar industri antar daerah,
tergantung, positioning pasar, standar manajemen mutu.

Kekuatan klaster terletak pada keterkaitan dan sinergi antara industri terkait,
dukungan universitas, lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang
kondusif. Fokus pengembangan klaster adalah pada klaster yang dinamis

Peran stakeholder dalam pengembangan klaster, adalah :

Peran Pemerintah dalam pengembangan klaster adalah dalam
mengintegrasikan kegiatan antar sektor dan antar daerah.
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Peran usaha besar dan asosiasi adalah penyedia informasi dan asosiasi
menjadi penengah dalam hal para UKM memperoleh informasi yang sama
(punya posisi tawar)

Peran lembaga pendidikan dan penelitan

Sebagai penyedia dalam hal peningkatan koalitas produk, kemampuan
manajemen, pemasaran, pengelolaan keuangan para pelaku ekonomi

Peran lembaga keuangan

Adalah penyedia permodalan, namun kenyataannya masih sulit sehingga
diperlukan lembaga penengah seperti LSM, KKMB atau unit-unit Pemerintah
Daerah

Peran LSM dan Media

Peran LSM sangat penting dalam pendampingan UKM dan advokasi
sedangkan media mempunyai peran dalam  menyebarluaskan/
mempromosikan produk klaster

Dalam rangka pengembangan klaster, dilakukan melalui kemitraan stakehoder-
stakeholder tersebut secara proactive, dengan agenda mencari solusi masalah
secara bersama. Pendayagunaan media komunikasi yang lebih intensif akan
membantu dalam pengembangan klaster, disamping perlunya membangun
kemitraan, networking dan promosi serta kerjasama dengan lembaga pendidikan
dan riset dalam pengembangan desain produk, teknologi, riset, pasar, dst.

5. Model klaster Jawa Tengah

5.1 Perkembangan klaster di Jawa Tengah, oleh Drs. Agus Suryono, MM
(Sekretaris FPESD Jawa Tengah)

Konsep pengembangan klaster di Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pada 3
sektor, yaitu pertanian berbasis processing, industri berbasis ekspor dan
parivisata berbasis masyarakat setempat. Pengembangan klaster, dilakukan
dengan pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro meliputi
pengembangan iklim usaha kondusif, pengembangan jasa pengembangan bisnis
dan pengembangan FEDEP (Forum For Economic Development and
Employment Promotion). Sedangkan aspek mikro adalah pendampingan klaster
melalui penguatan produksi, marketing dan pelaku usaha di klaster. Dalam
pengembangan klaster dilakukan secara partisipatif, bottom up dan integrated
program.

Dalam rangka pengembangan Kklaster dilakukan dengan pendekatan

pengembangan ekonomi lokal melalui Forum pengembangan ekonomi lokal,

terdiri dari :

1. Forum Pengembangan Ekonomi lokal pada Tingkat Propinsi bernama FPESD
Jawa Tengah

2. Forum Pengembangan Ekonomi Lokal pada Tingkat Kabupaten/Kota
bernama FEDEP Kabupaten/Kota
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3. Forum Pengembangan Ekonomi Lokal pada Tingkat Regional bernama
Forum Rembug Klaster (FRK)

Saat ini FPESD telah memfasilitasi 27 klaster di Jawa Tengah, yang terdiri dari 7
klaster pariwisata, 11 klaster pertanian, dan 9 klaster industri.

Strategi pengembangan klaster di Jawa Tengah, dilakukan melalui :

- Memperkuat kemampuan unit usaha

- Memperkuat mata rantai usaha di dalam klaster dan jaringan antar klaster
(keterkaitan antar sektor)

- Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif

- Memperkuat Forum Pengembangan Ekonomi lokal

- Memperbaiki Institusi pendukung klaster

Dalam rangka pengembangan klaster di Jawa Tengah, masih dihadapkan pada
tantangan, seperti misalnya rendahnya sosial capital diantara pengrajian klaster,
rendahnya pendapatan pengrajin kecil dan mikro, belum adanya sinergitas atar
mata rantai klaster, kesulitan pengrajin kecil dalam memasarkan produknya.

Oleh karena itu usulan pengembangan klaster kedepan, diperlukan adanya
penguatan unit-unit usaha pengembangan klaster, mencarikan pola-pola
pembinaan yang inovatif untuk peningkatan pendapatan pengrajin kecil, pusat
promosi klaster dan unit marketing klaster.

5.2 Model klaster Gempa di Klaten, oleh Ibu Retno Winahyu (UNDP)

Ancaman UKM pasca bencana adalah pengalihan produksi di kota lain karena
kerusakan bengkel kerja dan peralatan produksi UKM .
Latar belakang pemilihan model pengembangan klaster gempa: situasi sesudah
bencana adalah menyelamatkan atau membenahi diri sendiri dan klien nya
(pemerintah ke public dalam hal perijinan dan lain-lain)

Solusi permasahan :

Membuat pelaku bisnis tidak jatuh ke dalam krisis, dengan cara lembaga
keuangan mikro harus memodifikasi model dan metode peminjaman modal
(fleksibilitas) sesuai kondisi pasca bencana, seperti peminjaman dengan
model tanggung renteng.

Membuat para pelaku bisnis untuk mulai memperhitungkan resiko bencana
(disaster prepare plan). Antara lain melalui pemberitahuan pelaku usaha
kepada buyer secepatnya pasca bencana guna mempertahankan pasar.
Pemulihan klaster perlu dilaksanakan oleh multistakeholder dengan membuat
agenda yang sama. Membangun persamaan agenda pada saat ini masih sulit
dilaksanakan.
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6. Kesimpulan

Dalam rangka pengembangan klaster kedepan, perlu menitikberatkan pada daya
saing klaster. Sedangkan tantangan peningkatan daya saing klaster adalah :
a. Inovasi
e Strategi Inovasi meliputi : Inovasi organisasi, proses, teknologi, marketing,
produk, dan inovasi bisnis.
e Salah satu strategi inovasi adalah Eko-efisiensi, melalui:
— Pendekatan budaya local dan kebiasaan
— Komunikasi dan kerangka dialog bersama
— Rujukan-rujukan yang mudah diadopsi oleh cluster
* Inovasi bukan merupakan peristiwa yang terjadi langsung selesai, tetapi
merupakan suatu tanggapan berkelanjutan terhadap perubahan situasi.
b. Pembiayaan
» Sebagian besar UMKM menghadapi kendala untuk mengakses lembaga
keuangan
* Pendekatan Cluster dalam pembiayaan UMKM akan mengurangi biaya
transaksi dan resiko pembiayaan
» Perlu studi tentang profil resiko pembiayaan pada tiap cluster dan laporan
studi ini dapat diakses oleh bank
c. Pemasaran
¢ Pemasaran diperlukan untuk memperkuat cluster dalam mengakses
pasar/buyer
e Strategi pemasaran:
— Rencana pemasaran
— Adanya “Back office of promotion”
— Tersedianya informasi yang sesuai target, lengkap dan terus
diperbaharui
d. Modal Sosial dan Peran Stakeholder
* Menggalang modal sosial, melalui:
- Partisipasi
- Kelembagaan diaktifkan
- Integrasi ke sistem yang lebih luas
o Karakter kompetitif merupakan modal sosial yang perlu dikembangkan

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan klaster :

1. Kekuatan Klaster terletak pada keterkaitan dan sinergi antara industri terkait,
dukungan universitas, lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang
kondusif. Peran stakeholder sangat penting dalam mensinegikan
kegiatannya. Untuk mengoptimalkan maka perlu adanya pembagian tugas
dan tanggung jawab dan hindari sentralistik kewenangan.

Fokus pengembangan klaster adalah pada klaster yang dinamis.
Pengembangan klaster hendaknya disesuaikan dengan kondisi budaya
setempat, fleksibel, memungkinkan saling bertukar informasi mengenai
pelajaran yang didapat, mendengar masukan/ saran dan peran stakeholder,

w N
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adanya pemantauan yang berkelanjutan, bekerja dengan mereka yang ingin

memperbaiki diri, bekerja dengan keterlibatan banyak Institusi, berkelanjutan,

selangkah demi selangkah, hasil harus dapat diukur secara objectif.

. Program — program pemberdayaan UMKM baik berupa program nasional

maupun program lembaga donor dapat disinergikan dengan program klaster

yang ada di Daerah.

. Saat ini dirasakan bahwa peran media belum banyak terlibat dalam

mendukung pengembangan klaster. Namun media dapat menjadi salah satu

sarana dalam mempromosikan klaster.

. Terbuka peluang kerjasama antar klaster-klaster di Jawa Tengah dengan

Provinsi — Provinsi di Indonesia.

. Perlu adanya Promotion Center bagi klaster, yang berfungsi sebagai tempat
promosi program, produk klaster, dan tempat informasi klaster

. Dalam rangka penguatan klaster pada aspek permodalan, promosi,

peningkatan kualitas maupun peningkatan teknologi, peran dari para BDS-

SP (Business Development Service- service provider) sebagai lembaga

perantara/ intermediari yang menyediakan jasa bagi pengembangan UKM

sangat dibutuhkan. Penguatan para BDS-SP akan menumbuhkan lapangan

kerja baru dan peluang usaha baru.

10.Pada masing-masing klaster perlu adanya Koperasi Produksi
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Lampiran 1 : Notulen Tanya Jawab

TANYA JAWAB Sesi |

1. Bp. Hendro Prakoco — Disyankop&UKM DKI ditujukan pada Bappenas

a.

b.

C.

Baru kali ini mendengar PEL (Pengembangan ekonomi lokal), dan ingin
mengetahui lebih jauh tentang PEL.

Menginginkan kerjasama dengan klaster — klaster di Jawa Tengah yang
mengikuti pameran bersamaan acara workshop pada kali ini.

Saat ini yang diketahui model dari Thailand tentang pengembangan
ekonomi lokal seperti yang dilakukan saat ini (klaster).

2. Ibu Endah — Kepmenkop & UKM ditujukan pada GTZ

a.

b.
C.

Ingin penjelasan singkat mengapa Solo Raya yang dijadikan pilihan. Solo
Raya milik privat apa pemda Surakarta.

Rayon apa saja yang di ke mbangkan di wilayah Solo

Untuk Bp. Agus Suryono, perkembangan klaster di Jawa Tengah
sambutan adanya Fedep di daerah ditanggapi baik oleh masing masing
Kab/Kota apa resepnya.

3. Bp. Taryo (Fedep Blora)

a.

b.

JAWAB :

Mohon Fedep yang ada di Jawa Tengah ini di link dengan program
pemberdayaan UMKM yang difasilitasi oleh BPPT.

Mengapa ada Timnas lagi, bagaimana jika departemen yang ada
dioptimalkan.

- Bp. Himawan (Bappenas)
0 Gagasan di Timnas adalah untuk menjalankan platform untuk lakukan
kerjasama. Agar sinergis dan konprehensipnes.
- Bp. Agus Suryono
0 Pengembangan FPESD di Jawa Tengah melibatkan semua stakeholder
dalam menyusun desain study. Meyakinkan Pemda, dan DPRD. Komitmen
bersama kunci dari keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.
- Mr. Hayden
o0 Pemilihan wilayah Solo karena letak geografis dan banyak pelaku UKM di
wilayah tersebut seperti Sukoharjo — textile, Klaten — logam dan kerajinan
logam, Boyolali — Agroindustri. GTZ mendorong agar lebih berdaya saing dan
penetrasi pasar ekspor.
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TANYA JAWAB Sesi Il

1. Bp. Dewa BDS Sragen, ditujukan pada Bp. Mudrajad
a. Klaster batik di Sragen merupakan bagian potensi, namun dalam
mengembangkan perlu kajian kajian, bagaimana pendapat Bapak.
b. Bagaimana juga memberi motivasi terhadap pelaku perajin batik di Sragen
agar lebih berdaya saing dimasa mendatang

2. Bp. Sukaryanto — Kab. Banyumas,
a. Bagaimana kiat dalam pembinaan UKM, karena masih banyaknya
kendala kendala yang dihadapi pelaku UMKM?

JAWAB

- Bp. Mudrajad
0 Problem industri batik hampir sama yaitu bahan baku yang masih tergantung
impor. Dari data yang diperoleh, impor untuk bahan baku sektor ini sebesar
40 — 80%. Serta masalah fashion (model) belum bisa mengikuti selera pasar.
0 Untuk memberdayakan dan memberi motivasi terhadap perajin dapat
dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu :
Perajin Tukang
Perajin tetapi seniman
Perajin dan mempunyai jiwa entrepreneur.
o Untuk mengarahkan minimal kelas menengah dan yang berorientasi ekspor.

TANYA JAWAB Sesi lll

1. Ibu Nolasari — Kalbar
b. Penerapan pembiayaan klaster apa dapat disesuaikan dengan kondisi
daerah ?. Mengingat tiap daerah mempunyai budaya tersendiri.
c. Hambatan komunikasi dalam akses pasar ekspor yang dialami UMKM,
diusulkan adanya promotion center.

2. lbu Nanik — Kantor Bank Indonesia Semarang
a. Dalam pembiayaan untuk cluster, apakah IFC mempunyai suatu contoh
atau model yang pernah dilakukan ?
b. Berkaitan dengan usulan pembentukan lembaga penjaminan. Apakah hal
ini bisa dilakukan?

3. Bp. Yogi — Dinas Pariwisata Kab. Magelang
a. Apakah IFC mempunyai program pembiayaan disektor pariwisata?
b. Apakah IFC mempunyai rencana kerja di wilayah Magelang? Ditawarkan
pada saat ini terdapat 125 kelompok usaha pariwisata.
c. Langkah — langkah apa yang perlu dilakukan dalam berpromosi ?

4. Bp. Guruh — Purbalingga.
a. Dicluster knalpot Purbalingga terjadi hambatan komunikasi di lingkungan
kalangan pemuda. Siapa yang berwenang dalam pembinaan pada
UMKM?
b. Apakah IFC dapat mendanai UMKM di cluster knalpot.
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JAWAB

Ibu Grace Retnowati

0 Sudah ada model pembiayaan diantaranya ASA.

0 Secara tidak langsung terdapat program yang berhubungan dengan UMKM.

0 Terdapat suatu model yang dilakukan di Makasar, tetapi pada sisi alih
teknologi produksi dan sisi pembiayaan masih terbatas pada basic financial
manajemen.

0 Berkaitan usulan adanya lembaga penjaminan kredit bagi UMKM kiranya
perlu suatu fisiahility study.

o Pertanyaan dari Bp. Yogi Magelang belum bisa dijawab, hal ini disebabkan
oleh kebijakan prioritas program masih ditentukan dari IFC pusat. Hal ini
menjadi masukan terhadap IFC.

o0 Tanggapan pertanyaan dari Purbalingga, ditegaskan kembali bahwa IFC
tidak membiayai secara langsung.

Mr. Elmar Bouma
0 Hambatan komunikasi, informasi dapat dioptimalkan misalnya melaui email.
0 Hal yang penting adalah komitmen cluster itu sendiri. Pihak pemerintah
sebagai penyedia fasilitas / infrastruktur saja.
0 Untuk dapat menembus pasar yang lebih luas lagi produk kerajinan
handicraft dari Magelang harus mempunyai spesifik. Misalnya bahan dari
batu atau dari bamboo.

TANYA JAWAB Sesi IV

TANYA
- Bp. Yudi —Kab. Blora
0 PEP apakah dapat membantu bidang teknologi khususnya sistem untuk
peningkatan kualitas cluster handicraft dan mebel di Blora?
0 Kepada ProLH, cluster batu bata pasca penambangan akan meninggalkan
pandangan yang kurang baik bagi lingkungan. Apakah Pro LH dapat
memberikan solusi terbaik pasca penambangan ini?

- Bp. Guruh — Banjarnegara
0 Perajin knalpot masih bersifat turun temurun dan belum ada inovasi
teknologi. Harapan pada PEP ada bimbingan teknis dan semacam
enginering certer di cluster knalpot.

- Bp. Hardri — Disyankop & UKM DKI Jakarta
0 Menyampaikan informasi kebijakan Pemprov DKI terhadap pengembangan
Cluster khususnya program PPMK (Proyek Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan) dan kualitas susu peternak sapi perah.
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JAWAB

- Harapan Bp. Yudi dari Blora dan Bapak Guruh dari Banjarnegara untuk bantuan
teknis dapat menjadikan masukan dan usulan Team CIDA untuk program
mendatang.

- PEP sudah berakhir Juni 2006. Berharap ada program baru dari CIDA dalam
fasilitasi bimbingan teknis.

TANYA JAWAB Sesi V
- Bp. Yadi —Blora

0 Himbauan pada Bp. Risfan Munir agar meninjau kembali kebijakan dari
LGSP mengingat telah terjadi beberapa perubahan di daerah.

Bp. Waluyo, Fedep Blora
o Ditujukan pada Bp. Risfan, mengapa pada goal dalam pendampingan cluster
adalah ekspor dan mengapa tidak pasar saja.

Bp. Nugiyo, BDS Borobudur
o Apakah world bank mempunyai strategi peningkatan kualitas untuk

menghindari manipulasi data.

- Bp. Lasmono, UKSW
o Dalam kondisi saat ini apa perlu dike mbangkan motode lain terhadap Modal
Sosial.

JAWAB

- Konsep Strategi modal sosial, dalam mendapatkan data yang valid agak sulit
didapatkan sebagai contoh di Klaten dalam menangani korban gempa. Untuk itu
UNDP mendorong kepada Pemkab/Pemkot untuk sistem data. Kendala yang
dihadapi adalah anggapan data merupakan bukan hal yang penting.

- Program pendampingan perlu dibutuhkan pihak ketiga untuk memantau.
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LAMPIRAN Il : HASIL DISKUSI KELOMPOK

DISKUSI KELOMPOK

KELOMPOK MATERI PEMANDU
Kelompok | Marketing Ibu Maya Damayanti
Kelompok Il Produksi dan Pe mbiayan Ibu Sunart
Kelompok Il Penguatan Kelembagaan & Modal Sosial Bp. Sutopo

Presentasi Kelompok Marketing Presenter : Nasrudin dari Solo
EKSPOR
Kekuatan Kelemahan
- Buyer yang datang banyak - Biaya mengikuti pameran
Pameran - Audiens/pengunjung bagus mahal
- Order tidak standar
- Langsung transaksi dengan | - Biaya mengikuti promosi
buyer mahal
ITFC — KBRI - Harus menunggu lama
karena banyaknya UKM
yang mau ditampilkan
- Waktu lebih cepat - Biaya pembuatan website
Internet - Banyak respon mahal
- Tidak semua orang
menggunakan internet
Presentasi Kelompok Produksi dan Pembiayaan Presenter : Domo Wora
Dari NTT
1. Bagaimana untuk meningkatkan Produksi
2. Bagaimana mengatasi pe mbiayaan
3. Siapayang melaksanakan
Model untuk meningkatkan produksi ada 4 :
- Magang
- Pelatihan
- Studi banding
- Inkubator
Kekuatan Kelemahan
- Melibatkan banyak - Biaya besar
Magang orang - Tingkat
- Efisien keberhasilannya kurang
Pelatihan - Cepat serap karena - Tidak bisa libatkan
praktek langsung banyak orang
Studi Banding - Cepat dapatkan - Waktu singkat, belum
pengetahuan/ilmu semua yang diinginkan
dapat diperoleh

Pembiayaan

- Pembiayaan sepenuhnya diserahkan pada
Pemerintah

Siapa yang melaksanakan

- Semua komponen dari pusat sampai daerah
- Cluster itu sendiri
- Kelompok masyarakat
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Presentasi Kelompok Perkuatan Kelembagaan

Presenter : Ibu Indah dari
Kalbar

Perkuatan Kele mbagaan dikelompokkan melaui :

- Asosiasi

- Koperasi
- Kelompok Usaha

Asosiasi

Kekuatan

Kelemahan

- Kegiatan usaha sejenis
- Lebih profesional
- Suatu ikatan yang

- Persainganintern ketat
- Dikendalikan oleh
pengusaha yang kuat

leluasa - Tidak semua
- Para pengusaha pengusaha masuk
berpengalaman anggota asosiasi
Koperasi - Berbadan hukum - Anggotanya banyak
- Ada RAT - Sulitadakan perte muan

- Hubungan lebih dekat
- Resiko ditanggung
bersama

- Saat berdiri modal kecil

Kelompok Usaha

- Semua anggota yang
me mpunyai usaha
sejenis

Anggotanya:
- Pedangan
- Petani

Siapa yang melaksanakan

- Asosiasi pengusaha sejenis

- Pemerintah

- Semua anggota kelompok usaha

- Anggota Koperasi
- Pengurus Koperasi

- Badan Pengawas Koperasi
- Pembinaan pada Disyankop & UMKM
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LAMPIRAN Il : DAFTAR PESERTA WORKSHOP dan PAMERAN

DAFTAR PESERTA DARI PUSAT dan LEMBAGA DONOR

No Nama Instansi
1 Hedildris Bappenas
2  Sutarto Kemerntrian Kop dan UKM
3 Wayan SuadjiaAR, MBA Kemerntrian Kop dan UKM
4  Endah Sri Narni Kementrian Kop dan UKM
5  Benny Suryono Bisnis Indonesia
6 llyas. Saad SENADA-USAID
7  Riana Nedyawati UNDP
8  Retno Winahyu UNDP
9 M. Nurhadi ProLH
10  Rudi W. Djumdi Indones an German Institute (1GI)
11  Risfan Munir LGSP
12  OkaSimanjuntak IFC
13  Samsul Had BDS Indornesia
14  Hidayatullah GTZ —red
15 Elmar Bouma INA
16 TimReynolds PEP
17 Sdg LP, MA Bappenas
18  Luki. Hendrawati German Devt. Service (DED)
19 Harriet Ellwein GTZ —red
20 StaZimpd GTZ-red
21  Himawan. H Bappenas
22  Agus Manshur, MA Bappenas
23  EkaChandra Buana SE MA Bappenas
24  Maya Hitalessy Departemen Luar Negri
25 Grace Retnowdi IFC
26  Danid Nugraha GTZ
27  Firman B Aji SENADA-USAID
28 Dwi Yanto JDB Jakarta
29  SriProbo. S World Bank
30  Dr.Ir. UtamaH. Padmad nata BPPT Jkarta
31 Suheti Lusana,AMd BPPT Jkarta
32  Laksmidi Bangda Depdagi
33 Eiko.W Bappenas
34 Dr.Hed M. Idris Bappenas
35 Drs NaziruddinHais, MM Ditjen Pengembangan Des.Pariwisaa
36 A.Kohar Rifa,SE Ditjen Pengembangan Des.Pariwisaa
37 Heu.C Menpera
38 Dr. Sugeng Santoso BPPT
39  Wenny Oktaviani,SE MSM BIT - BPPT
40  Tulus Laksono KLH Jkt
41 Mdrawdi Direktorat Budidaya Tan.Buah DEPTAN
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DAFTARPESERTA DARI LAIN PROVINS

42 H. Den Sunindar, ST Bappeda Prov. Kd bar

43  Domo Wora, SE Dinas Perindag Sumba Timur

44  Dr. Siliwoloe DjoeroemanaM S Dinas Perindag Sumba Timur

45 Ketut PuspaAtnyana Bappeda Prov. Sulawes Tenggara
46  Wak Ode Hermina Bappeda Prov. Sulawes Tenggara
47  Dra Hj. Rahmawati, MM Dinas Kop, PKM&PM Prov Sumsel
48 Hasanul Aini, SSos Dinas Kop, PKM&PM Prov Sumsel
49 Drs Hasvig MTP Bappeda Prov. Jambi

50 H.Moch Hatta SE, MM Di nas Perindag Prov. Jambi

51  Ani Kadir UNDP Yogya

52 Oka K Bappeda Bdi

53 Ir. I Nyoman Suwirya Patra MM Disperindag Prov. Bali

54 TuaMangapul Dinas Indag Agro Jabar

55  Bambang Wahyuono,MM Dinas Kop & PKM Prov. Jawa Timur
56  Aminah, SE MM Potens Ekonomi Daerah

57  Endro Praponco Pemda DK Jakarta

58 Hadjeri Pemda DK Jakarta

59  Lucki Dinas Indag Agro Jbar

60 Mardhia Hayati Bappeda Prov. Kdtim

61  Jeriaman Gregorius Dinas Perindag Sumba Timur

62 Drs Sulton Nurifai Bappeda Prov.DIY

63 Beny AH Bank Indonesia Surabaya

64  Nasakti. N Bank Indonesia Surabaya

65 Od Muhammad Gahara Pemda Jawa Barat

66 Suaca Bappeda Bdi

67 Sudra Bappeda Bdi

68 KusmanaHartadji Dinas KUKM JawaBarat

69 Drs H. Mustopa Djamdudin, Ms Dinas Koperas & UKM Jawa Barat
70  Hadi Muh. Arifin, MM Prov. JawaBarat

71  WOD. ST. Hermina Bappeda Prov. Sultra

72 Ir. Ulung Waspadani Bappeda DK Jakarta

73  Dedi Mulyadi Bappeda Prov. JawaBaat

74  Drs Aan Suryana Biro Perekonomian Prov. JawaBara
75 Rahmawaty Tombolotutu Biro EKBANG Prov. Sulteng

76 Ir. Nanang Suwandi, MMA Bappeda Prov DI'Y

77  Norasari Arani, SE Bakomapin Proving Kalbar

78 Rin Hewita. K Bakomapin Proving Kalbar

79 IB. Adnyana Putra, SE Bank Indonesia Maaram NTB

80 Agustin Sulistyaningsih Bank Indonesia Bandung Jabar

81  Abdul Kadir Bank Indonesia Medan Sumut

82  Azka Subhan Bank Indonesia Jakarta

83  Heri Nugraha, SE MS P3 UKM Bandung
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DAFTAR PESERTA DARI PROVINSI JAWA TENGAH

84 | Panggah Kaanganyar

85 | Sri Mulyono Kaanganyar

86 | K.Eko.Y Pokja KTB Karanganyar

87 | Wilarzo Pokja KTB Kaanganyar

88 | Aditya Pokja KTB Karanganyar

89 | Jadani Fedep KRA

90 | Mugiyo BDS Bina Swadaya M agel ang
91 | Rudy.H Undip

92 | Rob Van Raaj FPESD

93 | Peni Astuti Bappeda Kab. Kenddl

94 | Agung Brdiantoro Disperindag Kabh. Semarang
95 | Marawi. M P-5Undip

9% | Sutarto Bappeda

97 | Hudgono Biro Keuangan

98 | Sutaryono Din Kop dan UKM

99 | Tafrihan FPPKD Dieng

100 | Isnadi FPPKD Dieng

101 | Sutaryo Undip

102 | Sri Suhartini A.n. Bupati Kab.Semarang
103 | Tahsino Dinas kop

104 | Burhemet BPM

105 | Eddy Kiswanto Pariwi sata Rembang

106 | Sri Mastur Bappeda

107 | Akhmad K. F BDS STIE Putra Bangsa Kebumen
108 | Jarkam Bappeda Demak

109 | Arief. W Bappeda Kebumen

110 | Cipto Susilo Perekonomian Kendal

111 | Aan Santoso DPRD Wonosoho

112 | Hari Pramono DPRD Klé&en

113 | Mukodam Disperindagkop Purbaingga
114 | Heyanto A BDS

115 | Agus BRS

116 | Dwi Karyantini Tdkom

117 | Solichah Fedep Boyolai

118 | Tjipto Haryono Fedep Boyolali

119 | Bimo Rahajo Bank Mandiri Kanwil VII
120 | Aminah Ditjend Bina Bangda

121 | Sunartono Dishutbun Banyumas

122 | Syjarwo Bappeda Jepara

123 | Gunawan Bappeda kota Tegd

124 | Atik Biro kerjasama Setda Prov. Jateng
125 | Sarbini Ass. IV

126 | Muljoko Peri ndagkop Rembang

127 | Muzamil, Bsc DPD Organda Prov. Jaeng
128 | Ani Ro. Ekonomi

129 | Mudjijono PSDA

130 | Edi Pranoto Bapermas
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131 | Surono

132 | Fisyana Pem

133 | Hendra M Jepara

134 | Sutedjo Pemda Jepara

135 | Heny Dinas kop

136 | N. Wahyu. W Klaster Gebyog Kudus
137 | Soeharto Fedep Kudus

138 | Sukirman Batang

139 | Joko Tetuko Batang

140 | Syafrudin I SEI

141 | Sti Sulani Baitbang Prov

142 | udji Bappeda Pati

143 | Abriyani Fedep Wonosobo

144 | Risni Nugruita Bappeda Prov

145 | Endro Praponco Pemda DKI Jakarta
146 | Hedjei PemdaDKI Jakarta
147 | Adhy. S BDS Fedep Jepara
148 | Agung Wibowo BDSLPPM UNS

149 | Danto Pramonosidi FEDEP Sukoharjo

150 | Edi Pramono DPDS- Kah. Tegd
151 | Ismono LP2K Semarang

152 | M. Bowo Sragen

153 | A Arif. S BDS Kembang Emas
154 | Muetia DPRD Banyumas
155 | Wibowo .SU Disparbud

156 | Adich Sri. H Disperindagkop UKM kota Tegd
157 | Joko. H Jateng

158 | Cahyo Disyankop dan UKM
159 | Yanti Mawarti Baatkop dan UKM
160 | Hai Susanto Bappeda Rembang
161 | Tunjung Prihantoro FE. UKSW

162 | Sugeng Fedep

163 | AzisW Fedep Klaten

164 | Oemi. WA PUSKUD Jateng

165 | Supriyantopo Bappeda Pemd ang
166 | M. Jawadi Kab. Semarang

167 | Setyo .N Diparta\Wonosobo
168 | Setiawan DipartaBanjar

169 | Prasetyo Fedep Pekdongan

170 | M.Rofigur Rusdi Fedep kota Pekalongan
171 | Sururi Mujib DPRD Kudus

172 | Edy. H Disperindag Grobogan
173 | Mudrikal Disperindag Grobogan
174 | K. Maskon DPRD Grobogan

175 | Ade. P Grobogan

176 | M. Syahrani Peri ndagkop Pemaang
177 | Rb. Hasto Peri ndagkop

178 | Keswadi DPRD Rembang

179 | S.Djgak Sdatiga
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180 | Sudirman Bappeda

181 | Wayan Sukarya LPM-Undip

182 | Bambang Trisetyo E DRD Jteng

183 | Sarmo Pemkab Klaten

184 | Djoen. S Bakorwil 111

185 | Hi Pelayanan Terpadu
186 | Gureni BDS Rbg Jateng

187 | Hai .P Disbun Jateng

188 | Muji. M Bappeda

189 | Heru Sutarto Bappeda Kudus

190 | M. Karim Bappeda Kab. Kebumen
191 | Fahmi Bappeda Kab. Kebumen
192 | Lasiyo Bappeda Demak

193 | Suwarno Klaster Karanganyar
194 | YanaMayaH Asmindo Jateng

195 | Vega Asephi Jateng

196 | Basiyo FRKPB Borobudur
197 | Sunarti P5 Undip

198 | Triyoto FPPKD

199 | Subyanto Bappeda Batang

200 | Retno.Dh Bappeda Sragen

201 | Samsul Bahri Bakorwil 11 Solo

202 | Prauwo BPM Prov

203 | Yanti Keramik Usaha kd. Karya
204 | Eliana Bappedal Prov. Jateng
205 | Tri Parjidti UPTD Balatkop UKM
206 | Wahyu Bappeda

207 | Budiantoro Klaster Tapioka Pati
208 | DancePdlit Salatiga Camp

209 | Ir. Gunarto Pemda Purbalingga
210 | Rudi. S DKP Cilacap

211 | Drs. Joko Subagyo an Bupati Kudus

212 | Wduyo Indakop Blora

213 | Gangga Y asa Bappeda Temanggung
214 | Yahmen Pandu Wood Biz M agazine
210 | Sri Mulyaningsh Pemkab Klaten

211 | Helin Bappeda Rembang
212 | Fatkhlul Azis Bappeda Klaten

213 | Suharto Bappeda Klaten

214 | Tri Bappeda Klaten

215 | Heyder A.B GTZ Klaten

216 | Sulis Bappeda Salatiga

217 | Diah P Senada Semarang

218 | Sukarno Klaster demak

219 | Supriyadi BDS Bangkit Rembang
220 | Lastian NS BDS FE UNSUD

221 | Kuhanda CSS Boyoldi

222 | Mulyanto Fedep Banjarnegara
223 | J. Sard Pasca UKSW Sdatiga
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224 | Rosa. B Senada Semarang
225 | Sogitno Polman Ceper

226 | Nasrudin Tim Assesment Fedep
227 | M. Jamd Troso Jepara

228 | lwah W Indakop Jepara

229 | Bambang Harto Peri dakop Jepara

230 | Bambang Tri. S DRD Jteng

231 | Prof. Mudrgjat Kuncoro PhD FEUGM

232 | Wiwin Dinas Perhub Prov
233 | Yohares BPR AMJ

234 | Tjahya Wihisono Dinas PDK

235 | Suharni Biro Perekonomian
236 | DianR Dinas Swadaya Boyoldi
237 | Pujo .K Ass Tdaprga

238 | Kunto Biro Kerjasama

239 | Sudarsono Bakorwil |

240 | Ratna PEAC Borobudur

241 | Dewo Fedep Sragen

242 | Djoko P Disperindag Smg

243 | Nur Sad Forum Karimunjawa
244 | Sunarjo Disperindag Sragen
245 | Hasan ,B BPM PROV

246 | Ashw Bappeda Surakarta
247 | Satoto Bapprda Surakarta
248 | Solechedy Kadin Jateng

249 | Gurun N Pemda Smg

250 | Sono Fedep PKL

251 | Ir. Si Hartati Dinas Pertanian, peternakan dan kd autan
252 | Sgpto Fedep Demak

253 | Roni S Bappeda Magdang
254 | Kirno P Fedep Borobudur

255 | Sumarsono Klaster batik

256 | Samet Darsono Fedep Cilacap

257 | ArisUnggul PTPN

258 | Suharso Wonosoho

259 | EkoY Sukohajo

260 | Nurochman Bappeda magelang
261 | Machroni Borobudur

262 | Mulyadi Kab. Kebumen

263 | Dono k Baitbang

264 | Singgih Bditbang

265 | Hally P5 UNDIP

266 | Budi Santoso Kab Purworgjo

267 | Wuragl AW DLLAJR Jateng

268 | Gunawan DKP Cilacap

269 | Jumadi Purworgo

270 | Suparlan Disperindag Purworejo
271 | Krigtanto DPRD Wonosobo
272 | S.Handayani Bappeda Karanganyar




273 | Basyir.T Disperindagkop Blora
274 | Arif Subagyo Fedep

275 | Muldyaso Fedep

276 | Nanang Rohit M, Amd Tdkom Divre 4 Jateng-DIY
277 | Tri Murni, SE MM Bappeda Boyoldi

278 | Dra. Sucidt Diparbud Boyal ali

279 | M. sukasmin Fedep Boyoldli

280 | Sri Nurhayati Dinaskop Magel ang
281 | Sdahudin HNSI

282 | Oktadiana Bappeda Wonosobo
283 | Heu S Peternakanjateng

284 | Hatati Bappeda

285 | Aji Prayitno Perbalindo Jateng

286 | Ramaji Cemset UKSW

287 | Ahmad Fauzi UNTAG Sng

288 | Suprayitno Bappeda

289 | Sutrisno Klaster Demak

290 | Sugeng Sutrisno UNTAG Sng

291 | SametHB Bappeda Brebes

292 | Rosyidn Disperindag Brebes
293 | Sigt Disperindag Solo

294 | Sutrisno Boyoldi

295 | Aji. S GPEI Jateng

296 | AM Nugroho Fedep Pdti

297 | Joko. S Perekonomian Blora
298 | Rethop Perekonomian Kendal
299 | Ranam Perekonomian Kenda
300 | Trisia Klaster organik

301 | Siti Alfiah Fedep Demak

302 | Alpha Laweyan

303 | M.R.Ade. S Laweyan

304 | NurcholisH LSM Sapu ang n Jaeng
305 | Imam. N LSM

306 | Arif Dinas Kop Kab Batang
307 | David RasaMapaung Kompas

308 | Kasnadi Fedep Rembang

309 | Ali Fahmi Fedep Kebumen

310 | Sriyadi DPRD

311 | AdePaul.C Barlingmascak

312 | Teguh Setiawan, SE MM Sampan

313 | Sunarti P5 Undip

314 | Ash.W Bappeda Provins Jateng
315 | Kamsinah Bappeda Provins Jateng
316 | Drs. Soni Hikmaul, MS Fedep Kota Pekalongan
317 | Ir. Prasetyaningtyas M Fedep Pekdongan

318 | Ir. M. Rofiqurrusdi Fedep Kota Pekal ongan
319 | Dwi Karyantini, SE PT.Telkom Divre IV Jaeng & DIY
320 | Azs Fedep Klaten

321 | Nanang Tdkom
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322 | Dhodit LA Wardhana Kadin Jateng

323 | Sochib Bappeda

324 | Mansda Tabloid WoodBiz

325 | Mamik Riyadi Undip

326 | Adhi IsaM Undip

327 | Yulianto Ind DPRD

328 | Sri Indiatun DPRD Kab Cilacap

329 | ldtriyati Kab. Purbdingga

330 | Lasmono TS UKSW Sddtiga

331 | Syafi’i Peri kanan Kota Pekalongan
332 | M. Taufiqgillah Fedep Kah. Semarang

333 | Heu. P Pers/ Detik. Pos

334 | Agus Suryono BPM Prov Jateng

335 | Drs. Anwar Cholil Bappeda Prov. Jateng

336 | Fitty Machmudah BTN Karimunjawa

337 | Rohmani Qulisyati BTN Karimunjawa

338 | Tei Anggita S&fitri FE. Unnes

339 | RiskaPutri Mayangsari FT. Undip

340 | Putri Ayu Budi Suslo FT. Undip

341 | Gravera Personata FBS. Unnes

342 | Dwi Ariyaningrum FE. Unnes

343 | Aeny Quligyawati FIP Unnes

344 | Priyo Budi S BPM Prov. Jateng

345 | TavianaDewi BPM Prov. Jateng

346 | Tjuning STU BPM Prov. Jateng

347 | Sumiati Kaim Biro KerjasanaProv. Jaeng
348 | Adi Sdiawan KADIN

349 | Maya Damayanti UNDIP

350 | Purwarnto BPM Prov. Jateng

351 | Mudjijono Sekretaris Daerah Prov. Jateng
352 | Dra Siti Sulami BALITBANG

353 | Dra Sri Uritni Dinas Pariwi sata Pov. Jateng
354 | Benita KADINDA Jateng

355 | Drs. Legiman M.S BAPPERMAS Prov. Jaeng
356 | Sujarot BAPPEDA Jepara

357 | Imam Sasangko PEM DA Prov. Jateng

358 | Sukiman Moehtar Pratomo FKLM Klaten

359 | Sri Hestiningsih FPESD Jateng

360 | Anggun Jati FPESD Jateng

361 | Arif Dinas Pariwisaa Prov. Jateng
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DAFTAR PEMBICARA

WORKSHOP NAS ONAL & PAM ERAN 27 CLUSTER JAWA TENGAH

No Nama Instansi Judul M ateri
1 Dr. Ir. Himawan BAPPENAS Kebijakan Nasional Pengembangan
Hariyoga, M Sc Ekonomi Lokal dan Regional
2 Hayder Al-Bagdadi GTZ-red Program Pengembangan Ekonomi
Lokal dan Regiona
3 Drs. Agus Suryono, FPESD JATENG Perkembangan Klager di Provinsi
MM Jawa Tengah
4 Prof. Mudrajat FE UGM Pengembangan Industri Daerah
Kuncoro PhD Berbasis Klaster
5 Ilyas Saad SENADA-USAID Increasing Competitiveness of Value
Chains
6 Firman B Aji SENADA-USAID Increasing Competitiveness of Value
Chains
7 Grace Retnowati International Finace | Permodaan dalam pengembangan
Corporation (IFC) duster di Indonesia
8 Elmar Bouma Indonesian Netherlands | Marketing of Cluster
Association (INA-
PUM)
9 Tim Reynolds Private Enterprise Peningkatan Kualitas Produk, Studi
Participation (PEP) Kasus Keramik di Sulawesi Selatan
Project Canadian
Internationa
Devdopment Agency
(CIDA)
10 | M. Nurhadi Program Lingkungan Meningkatkan Daya Saing UKM
Hidup (ProLH) meldui Promosi Eko-efisiensi di Jawa
Tengah
11 | Rudi W. Djumali Indonesian German Innovation,
Ingtitute (1Gl) Research & Technology Transfer
to support SMEs
12 | Sri Probo Sudarmo The World Bank Menjadikan MODAL SOS AL
sebagai keunggulan kompar atif
13 | Rigan Munir USAID Local Peran Stakeholder dalam
Government Support pengembangan ekonomi lokal dan
Program (LGSP) pengembangan klaster
14 | Retno Winahyu United Nation Model pengembangan klaster gempa,
Development perlunyaSosal Capital dan Peran

Program (UNDP)

Stakeholder Lokal.




